
[image: image1.png]



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN REKTOR 
INSITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR   10 TAHUN 2010
TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SATUAN KERJA 
DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

	Menimbang
	:
	bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Rincian tugas pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.



	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri;



	
	
	                   MEMUTUSKAN:



	Menetapkan
	:
	PERATURAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAN NEGERI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SATUAN KERJA          DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri, adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Rincian tugas, adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada satuan kerja tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas kewenangan jabatan yang dimilikinya;
3. Satuan kerja, adalah unit organisasi internal yang berada di dalam lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan;
5. Dewan Penyantun, adalah Dewan Penyantun Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Senat Institut, adalah Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Rektor, adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

8. Wakil Rektor, adalah Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Pembantu Rektor, adalah Pembantu Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Senat Fakultas, adalah Senat Fakultas di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

11. Dekan, adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Pembantu Dekan, adalah Pembantu Dekan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Direktur, adalah Direktur Program Pascasarjana di kampus pusat dan Direktur Program Studi Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus daerah;
14. Lembaga adalah lembaga di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15. Direktur Program Studi adalah Direktur Program Studi yang sekaligus memimpin Kampus IPDN di daerah;
16. Asisten Direktur adalah Asisten Direktur program studi di lingkungan IPDN;
17. Tenaga Kependidikan IPDN, adalah tenaga pendidik dan tenaga pendukung di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
18. Biro adalah Biro di lingkungan Rektorat IPDN;
19. Jurusan adalah jurusan pada Program studi di lingkungan IPDN;
20. Bagian adalah Bagian pada Biro, Fakultas dan Program Studi di lingkungan IPDN;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan IPDN;
22. Peserta didik, adalah peserta pendidikan pada program diploma, sarjana, pascasarjana, dan profesi pemerintahan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
23. Praja, adalah peserta didik pada program diploma dan sarjana di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
24. Mahasiswa, adalah peserta didik pada program pascasarjana dan program profesi pemerintahan di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
25. Tenaga Administrasi, adalah PNS yang bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
26. Alumni, adalah alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
BAB II

RINCIAN TUGAS SATUAN KERJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Penyantun

Pasal 2

(1) Dewan Penyantun, mempunyai tugas pokok memberikan saran dan atau bantuan bagi  pengembangan kemajuan IPDN.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian saran bagi pengembangan kemajuan IPDN; dan
b. Pemberian bantuan bagi pengembangan kemajuan IPDN.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi 
Rektor, Wakil Rektor dan Pembantu Rektor

Pasal 3

(1) Rektor, mempunyai tugas pokok membantu Menteri  Dalam Negeri di bidang pendidikan kader kepamongprajaan, melaksanakan perumusan kebijakan, memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan atau praja, tenaga administrasi dan menjalankan hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan Menteri;

b. perumusan kebijakan pengembangan IPDN;

c. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

d. pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, praja, dan tenaga administrasi;

e. pembinaan hubungan yang harmonis dengan lingkungan pendidikan;

f. pembinaan program Pascasarjana, program studi di kampus daerah, dan unit pelaksana teknis IPDN; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Menteri.
Pasal 4

(1) Wakil Rektor, mempunyai tugas membantu Rektor dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan IPDN di bidang administrasi keuangan, personil, dan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pendidikan IPDN di bidang administrasi;

b. pengelolaan pendidikan IPDN di bidang keuangan;

c. pengelolaan pendidikan IPDN di bidang personil; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 5
(1) Pembantu Rektor Bidang Akademik, mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan,  Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, koordinasi perencanaan, penyelenggaraan kerja sama dan Program Pascasarjana,  serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang terkait dengan bidang akademik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi pengajaran dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
b. Koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama ;
c. Koordinasi program Pascasarjana; 
d. Koordinasi penyusunan rekomendasi norma-norma yang berlaku bagi Civitas Akademika; 
e. Koordinasi pengusulan dan pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. 
Pasal 6
(1) Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan  kegiatan di bidang  administrasi umum, keuangan dan personil, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Rektor Bidang Administrasi  menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan  kegiatan di bidang administrasi umum;

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan;

c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan personil;
d. Koordinasi pelaksanaan di bidang Humas dan Protokol;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
Pasal 7
(1) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas pokok membantu Rektor dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan  di bidang administrasi kemahasiswaan, pengasuhan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler praja dan mahasiswa,  pembinaan alumni, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah keprajaan dan pengasuhan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kemahasiswaan;

b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan;

c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler praja 
dan mahasiswa ;

d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan alumni; dan 
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi 
Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Pasal 8
(1) Senat Institut, mempunyai tugas merumuskan kegiatan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika, merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan, memberi pertimbangan atas rencana anggaran dan belanja, merumuskan bahan pertanggungjawaban rektor, merumuskan peraturan pelaksanan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, memberikan pertimbangan tentang calon yang diusulkan menjadi rektor dan dosen yang memangku jabatan akademik di atas lektor, rekomendasi penegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika dan usul pemberian gelar doktor kehormatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Institut menyelenggarakan fungsi:

a. merumusan kebijakan pengembangan pendidikan, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;

b. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada IPDN;
c. memberi pertimbangan kepada Rektor atas penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dan memberi masukan pertanggungjawaban Rektor kepada Menteri mengenai penyelenggaraan pendidikan;

d. memberi rekomendasi tentang penegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

e. mengusulkan dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada warga masyarakat yang memenuhi persyaratan, dan gelar Jabatan Akademik Guru Besar Luar Biasa kepada dosen tidak tetap dan atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Senat Institut Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai rincian tugas:

a. perumusan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengembangan IPDN;
b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;

c. perumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan IPDN;

d. pemberian pertimbangan kepada Rektor atas penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja IPDN;

e. pemberian masukan pertanggungjawaban Rektor kepada Menteri mengenai penyelenggaraan pendidikan;

f. perumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada IPDN;
g. pemberian rekomendasi tentang penegakan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

h. pemberian pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor, dan dosen yang dicalonkan Rektor untuk memangku jabatan akademik diatas Lektor;
i. pengusulan dan pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada warga masyarakat yang memenuhi persyaratan; dan

j. pengusulan dan pengukuhan gelar jabatan akademik guru besar luar biasa kepada dosen tidak tetap dan atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Paragraf Pertama

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas 
Fakultas Politik Pemerintahan
Pasal 9
(1) Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan  pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Politik Pemerintahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan Fakultas Politik Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan teknis pengajaran;

b. Pelaksanaan teknis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Praja IPDN terkait dengan penyusunan skripsi, laporan akhir dan magang.
c. Pelaksanaan Pembinaan tenaga kependidikan terkait dengan jabatan fungsional dosen; tenaga administrasi dan peserta didik/praja;
d. Pelaksanaan administrasi dan manajemen fakultas;
e. Penyelenggaraan kegiatan senat fakultas.
(3) Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, mempunyai rincian tugas:

a. Merumuskan kebijakan teknis operasional Fakultas Politik Pemerintahan sesuai visi dan misi fakultas; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan jurusan dan program studi;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan pada jurusan dan program studi melalui penyiapan dan pengembangan bahan ajar  (SAP, GBPP, Modul, Text Book, Hand Book);

d. Melakukan pembinaan,  pemberdayaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui seminar, diskusi, workshop, penataran, aplikasi teknologi, penulisan ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya serta tindak lanjut sertifikasi dosen;

e. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan akademik IPDN kampus daerah; 

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terkait pengembangan ilmu, teknologi dan seni; (koordinasi LP dan LPM institut)

g. Mengelola anggaran Fakultas Politik Pemerintahan; (koordinasi dengan biro)

h. Menyelenggarakan penatausahaan ijasah bagi lulusan fakultas;

i. Memimpin kegiatan senat fakultas;

j. Melaksanakan ketatausahaan fakultas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 10
(1) Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Teknis Pengajaran dan urusan kerjasama. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Teknis Pengajaran lingkup fakultas;

b. Menangani urusan Kerjasama Intern dan Extern fakultas; 

(3) Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Akademik dan Kerjasama;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Akademik dan Kerjasama;

c. Mengkoordinasikan pemutakhiran bahan ajar;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional pengajaran dan pelatihan;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitan dan pengabdian pada masyarakat lingkup fakultas; 

f. Menyusun analisis kebutuhan  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup fakultas;

g. Menganalisis, mengkaji dan merekomendasikan penetapan tenaga pendidik pengampu mata kuliah;

h. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan;
i. Mengkordinasikan penatausahaan ijasah bagi lulusan fakultas; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 11
(1) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan  di bidang program, evaluasi dan  administrasi umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Administrasi  Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi fakultas;

b. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum

(3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Administrasi Umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum;

c. Menyusun rencana pembinaan, pengembangan, pemberdayaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan  non kependidikan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan ;

e. Mengkoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban lingkungan fakultas;

f. Mengkoordinasikan  administrasi kepegawaian lingkup fakultas;

g. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat (Humas); 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 12
(1) Pembantu Dekan Bidang Keprajaan mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin kegiatan administrasi keprajaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Keprajaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi keprajaan;
b. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan, pengawasan dan pengembangan kreatifitas praja.

(3) Pembantu Dekan Bidang Keprajaan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Keprajaan;

b. Menyelia pelayanan administrasi praja;

c. Menyelia operasional pembinaan, pengembangan mental dan kepribadian serta ketaqwaan Kepada Tuhan YME bagi praja yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;

d. Menyelia pelayanan bimbingan dan konseling bagi praja yang membutuhkan pembinaan dan konsultasi yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;

e. Menyelia kegiatan pengembangan sikap dan orientasi seni budaya dan olah raga yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;
f. Menyelia usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang  sudah diprogramkan oleh Pembantu Dekan I; 
g. Melakukan upaya penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
h. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan;
j. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah bidang keprajaan.
Pasal 13
(1) Senat Fakultas Politik Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaran fakultas, menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan; dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor ke bawah   lingkup Fakultas Politik Pemerintahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas Politik Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;

b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;

c. perumusan norma dan tolok ukur penyelenggaran fakultas;

d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan; dan

e. pemberian pertimbangan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor ke bawah.

Pasal 14
(1) Ketua Jurusan Kebijakan Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi kebijakan pemerintahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan Kebijakan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  tertentu sesuai jurusan;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu sesuai jurusan;
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.

(3) Ketua Jurusan Kebijakan Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan Kebijakan Pemerintahan;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 
e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 15
(1) Sekretaris Jurusan Kebijakan Pemerintahan mempunyai tugas pokok  melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Kebijakan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Kebijakan Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan kebijakan pemerintahan;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan Kebijakan pemerintahan.
Pasal 16
(1) Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok memipmpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  tertentu sesuai jurusan;

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu sesuai jurusan;
d. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.

(3) Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas:
a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan pemberdayaan masyarakat;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 17
(1) Sekretaris Jurusan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan pemberdayaan masyarakat;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 18
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program evaluasi dan administrasi umum fakultas Politik pemerintahan. (kegiatan ketatausahaan meliputi pencatatan surat masuk dan keluar, pengagendaan, kepegawaian, logistik pengelolaan aset, pengarsipan dsb)
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan Evaluasi;

b. Pelaksanaan administrasi umum

(3) Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional program dan kegiatan Fakultas Politik Pemerintahan;

b. Menyusun rencana program kerja bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program dalam lingkup fakultas;

d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lingkup fakultas berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

e. Menyelia pelaksanaan  administrasi tata usaha fakultas;

f. Mengelola administrasi tenaga pendidik , tenaga kependidikan, penunjang kependidikan, staf dan peserta didik/praja;

g. Menyelenggarakan penyiapan sarana prasana pengajaran berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

h. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pegawai berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 19
(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan evaluasi
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program fakultas;
b. Pelaksanaan evaluasi fakultas.
(3) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana  program kerja Subbag Program dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan lingkup Fakultas;
c. Menghimpun bahan pengembangan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup fakultas;
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan fakultas;
e. Menghimpun bahan penyelenggaraan  evaluasi belajar (UAS, UTS, Evaluasi Pelatihan, Ujian Lisan Komprehensif);
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan fakultas ;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20
(1) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi umum pada fakultas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan administrasi umum fakultas.
(3) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Subbag administrasi umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Melakukan penatausahaan surat masuk dan keluar;
c. Melaksanakan administrasi keuangan;
d. Melakukan pengelolaan barang dan alat kantor;
e. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pegawai;
f. Melaksanakan administrasi kepegawaian Fakultas;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Fakultas Manajemen Pemerintahan

Pasal 21
(1)  Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan  mempunyai tugas pokok memimpin  penyelenggaraan  pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Manajemen Pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan  menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan teknis pengajaran;

b. Pelaksanaan teknis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c. Pelaksanaan Pembinaan tenaga kependidikan; tenaga administrasi dan peserta didik/praja

d. Pelaksanaan administrasi dan manajemen fakultas;

e. Penyelenggaraan kegiatan senat fakultas.

(3) Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan  mempunyai rincian tugas:
a. Merumuskan kebijakan teknis operasional Fakultas Manajemen Pemerintahan sesuai visi dan misi fakultas; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan jurusan dan program studi;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan pada jurusan dan program studi melalui penyiapan dan pengembangan bahan ajar  (SAP, GBPP, Modul, Text Book, Hand Book, Diktat dll);

d. Melakukan pembinaan,  pemberdayaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui seminar, diskusi, workshop, penataran, aplikasi teknologi, penulisan ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya serta tindak lanjut sertifikasi dosen;

e. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan akademik IPDN kampus daerah; 

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat terkait pengembangan ilmu, teknologi dan seni; 

g. Mengelola anggaran Fakultas Politik Pemerintahan; 

h. Menyelenggarakan penatausahaan ijasah bagi lulusan fakultas;

i. Memimpin kegiatan senat fakultas;

j. Melaksanakan ketatausahaan fakultas;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor;
l. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah dalam bidang manajemen pemerintahan.
Pasal 22
(1) Pembantu Dekan Bidang Akademik dan kerjasama, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Teknis Pengajaran dan urusan kerjasama. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Teknis Pengajaran lingkup fakultas;

b. Menangani urusan Kerjasama Intern dan Extern fakultas; 

(3) Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Akademik dan Kerjasama;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Akademik dan Kerjasama;

c. Mengkoordinasikan pemutakhiran bahan ajar;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional pengajaran dan pelatihan;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitan dan pengabdian pada masyarakat lingkup fakultas; 

f. Menyusun analisis kebutuhan  tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup fakultas;

g. Menganalisis, mengkaji dan merekomendasikan penetapan tenaga pendidik pengampu mata kuliah;

h. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan;
i. Mengkordinasikan penatausahaan ijasah bagi lulusan fakultas; 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan;
k. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah akademik dan kerjasama.
Pasal 23
(1) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan  di bidang program, evaluasi dan  administrasi umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Administrasi  Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi fakultas;

b. Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum

(3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Administrasi Umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum;

c. Menyusun rencana pembinaan, pengembangan, pemberdayaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan  non kependidikan;

d. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan ;

e. Mengkoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban lingkungan fakultas;

f. Mengkoordinasikan  administrasi kepegawaian lingkup fakultas;

g. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat (Humas); 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan;
i. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah bidang administrasi umum.
Pasal 24
(1) Pembantu Dekan Bidang Keprajaan mempunyai tugas pokok membantu Dekan dalam memimpin kegiatan administrasi keprajaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Pembantu Dekan Bidang Keprajaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi keprajaan;
b. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan, pengawasan dan pengembangan kreatifitas praja.

(3) Pembantu Dekan Bidang Keprajaan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional Bidang Keprajaan;

b. Menyelia pelayanan administrasi praja;

c. Menyelia operasional pembinaan, pengembangan mental dan kepribadian serta ketaqwaan Kepada Tuhan YME bagi praja yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;

d. Menyelia pelayanan bimbingan dan konseling bagi praja yang membutuhkan pembinaan dan konsultasi yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;

e. Menyelia kegiatan pengembangan sikap dan orientasi seni budaya dan olah raga yang sudah diprogramkan biro keprajaan dan kemahasiswaan;
f. Menyelia usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang  sudah diprogramkan oleh Pembantu Dekan I; 
g. Melakukan upaya penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
h. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 25
(3) Senat Fakultas Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas, merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen, merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaran fakultas, menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan; dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor ke bawah   lingkup Fakultas Manajemen Pemerintahan.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas Manajemen Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

f. perumusan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;

g. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;

h. perumusan norma dan tolok ukur penyelenggaran fakultas;

i. penilaian pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan; dan

j. pemberian pertimbangan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik Lektor ke bawah.

Pasal 26
(1) Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi keuangan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  jurusan manajemen keuangan daerah;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu jurusan manajemen keuangan daerah ;
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika. 
(3) Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Daerah mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan keuangan daerah;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan;
j. Melakukan evaluasi terhadap beban tugas dosen yang meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pasal 27
(1) Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok  melaksanakan tugas-tugas kesekertariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Manajemen Keuangan Daerah mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan keuangan daerah;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan Keuangan Daerah.
Pasal 28
(1) Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi manajemen sumber daya aparatur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan manajemen sumber daya aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur;
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika. 

(3) Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan manajemen sumber daya aparatur;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 29
(1) Sekretaris Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan manajemen sumber daya aparatur;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan manajemen sumber daya aparatur.
Pasal 30
(1) Ketua Jurusan Manajemen Pembangunan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi manajemen pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan Manajemen Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  jurusan manajemen pembangunan;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu jurusan manajemen pembangunan;
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika. 

(3) Ketua Jurusan Manajemen Pembangunan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan manajemen pembangunan;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 31
(1) Sekretaris Jurusan Manajemen Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Manajemen Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Manajemen Pembangunan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan manajemen pembangunan;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan manajemen pembangunan.
Pasal 32
(1) Ketua Jurusan Manajemen Kependudukan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan pendidikan akademik dan atau profesi manajemen kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Ketua Jurusan Manajemen Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran satu cabang, ilmu, teknologi, atau seni pemerintahan  jurusan manajemen kependudukan;

b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu jurusan manajemen kependudukan;
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika. 

(3) Ketua Jurusan Manajemen Kependudukan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana operasional pendidikan akademik dan profesi sesuai jurusan manajemen kependudukan;

b. Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai jurusan dan program studi yang dikelola;

c. Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; 

d. Menyusun rencana  pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik,dan tenaga kependidikan lingkup jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik;  (sesuai mekanisme kenaikan pangkat)

f. Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;

g. Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup jurusan;

h. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi lingkup jurusan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 33
(1) Sekretaris Jurusan Manajemen Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan jurusan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jurusan Manajemen Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni pemerintahan sesuai lingkup jurusan;

b. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

(3) Sekretaris Jurusan Manajemen Kependudukan mempunyai rincian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan kesekretariatan jurusan manajemen kependudukan;

b. Membantu ketua jurusan dalam mengkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknik dan seni pemerintahan sesuai jurusan;

c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

d. Melaksanakan teknis operasional pendidikan pada jurusan; (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;

f. Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, dan menghitung IP dan IPK);

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Jurusan manajemen kependudukan.
Pasal 34
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program evaluasi dan administrasi umum Fakultas Manajemen Pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan Evaluasi;

b. Pelaksanaan administrasi umum

(3) Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional program dan kegiatan Fakultas Manajemen Pemerintahan;

b. Menyusun rencana program kerja bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program dalam lingkup fakultas;

d. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lingkup fakultas berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

e. Menyelia pelaksanaan  administrasi tata usaha fakultas;

f. Mengelola administrasi tenaga pendidik , tenaga kependidikan, penunjang kependidikan, staf dan peserta didik/praja;

g. Menyelenggarakan penyiapan sarana prasana pengajaran berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

h. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pegawai berkoordinasi dengan biro administrasi umum;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan.
Pasal 35
(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan evaluasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program fakultas;
b. Pelaksanaan evaluasi fakultas.
(3) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana  program kerja Subbag Program dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan lingkup Fakultas;
c. Menghimpun bahan pengembangan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup fakultas;
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan fakultas;
e. Menghimpun bahan penyelenggaraan  evaluasi belajar (UAS, UTS, Evaluasi Pelatihan, Ujian Lisan Komprehensif);
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan fakultas ;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36
(1) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan administrasi umum pada fakultas;

(3) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Subbag administrasi umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melakukan penatausahaan surat masuk dan keluar;
c. Melaksanakan administrasi keuangan;
d. Melakukan pengelolaan barang dan alat kantor;
e. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pegawai;
f. Melaksanakan administrasi kepegawaian Fakultas;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas 

Program Pascasarjana
Pasal 37
(1) Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, koordinasi, perumusan kebijakan, dan administrasi program pascasarjana;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Program Pascasarjana menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan;

b. Pelaksanaan kegiatan penelitian;

c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

d. Pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, administrasi dan mahasiswa Pascasarjana;

(3) Direktur Program Pascasarjana mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan Pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, administrasi dan mahasiswa Pascasarjana;

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program studi akademik S-2, S-3, spesialisasi serta profesi; 

c. Membina kegiatan kemahasiswaan pada program studi akademik S-2, S-3, spesialisasi serta profesi;

d. Menyelenggarakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan program studi akademik S-2, S-3, spesialisasi serta profesi;

e. Menyelenggarakan evaluasi program studi akademik S-2, S-3, spesialis serta profesi;

f. Menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi lainnya dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Rektor sesuai lingkup tugasnya;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor;

Pasal 38
(1) Asisten Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta urusan kerjasama;
(2) Dalam melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Direktur Bidang Akademik menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
b. Pelaksanaan urusan kerjasama.
(3) Asisten Direktur Bidang Akademik mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan kurikulum pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi; 
b. Menyelia pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;
c. Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan program studi akademik dan profesi;
d. Menyusun kalender akademik penyelenggaraan program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi.

e. Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;

f. Mengkoordinasikan pengembangan tenaga pendidik pada program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;

g. Menyusun rencana dan melaksanakan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi lainnya dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Direktur;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Pasal 39
(1) Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program, evaluasi dan administrasi umum.

(2) Dalam melaksanankan tugas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi;
b. Pelaksanaan administrasi umum.
(3) Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai rincian tugas;

a. Merumuskan rencana operasional bidang administrasi, perlengkapan dan anggaran/keuangan program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;
b. Mengkoordinasikan rencana anggaran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha, Kearsipan, Peralatan dan Perlengkapan serta keuangan program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;

d. Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan dalam pelayanan administrasi, peralatan dan perlengkapan serta keuangan program studi Akademik dan profesi;
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur sesuai bidang tugasnya;
f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Pasal 40
(1) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi.

(2) Dalam melaksanankan tugas yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kemahasiswaan;
b. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan pada program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi.
(3) Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai rincian tugas;

a. Merumuskan rencana operasional dan program pembinaan kemahasiswaan;
b. Menyelenggarakan administrasi penerimaan mahasiswa program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;
c. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler;
d. Melaksanakan pemantauan perkembangan mahasiswa dalam proses studi akademik dan profesi;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan wisuda program studi akademik S-2,     S-3, spesialis dan profesi;

f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
Pasal 41
(1) Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan dan administrasi kemahasiswaan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. Pelaksanaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan.

(3) Sub bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kemahasiswaan program studi akademik S-2, S-3, spesialis dan profesi;
b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
d. Melaksanakan kegiatan tata usaha kemahasiswaan;
e. Memfasilitasi pelayanan perlengkapan, peralatan sarana dan prasarana pendidikan;
f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur maupun Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan;
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
Bagian Keenam
Lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Pasal 42
(1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik IPDN, dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;
(2) Lembaga terdiri dari:

a. Lembaga Penelitian; dan
b. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
Paragraf Pertama

Lembaga Penelitian
Pasal 43

(1) Kepala Lembaga Penelitian IPDN mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Kepala Lembaga Penelitian IPDN menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penelitian bidang kebijakan pemerintahan,   kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur.

b. Pelaksanaan pengkajian bidang kebijakan pemerintahan,  kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur.

(3) Kepala Lembaga Penelitian mempunyai rincian tugas :
a. Merumuskan sasaran kegiatan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan,  kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan,   kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
c. Membina pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
d. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur.
e. Mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan,, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
g. Mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian masalah kebijakan pemerintahan, kependudukan, pembangunan, keuangan daerah dan sumber daya aparatur;
h. Menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pengkajian tentang masalah kebijakan dengan pihak ketiga (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lain dan Pihak Swasta) dan berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor IPDN
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga Penelitian sesuai lingkup tugasnya.
Pasal 44
(1) Kepala Pusat Penelitian mempunyai tugas membantu Kepala Lembaga Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian.
a. Pelaksanaan penelitian (sesuai bidangnya);

b. Pelaksanaan pengkajian

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan penelitian (sesuai bidangnya);

b. Pelaksanaan pengkajian

(3) Kepala Pusat Penelitian mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan operasional kegiatan penelitian dan pengkajian sesuai bidang kajian. 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh para dosen sesuai bidang kajiannya. 

c. Menyelia pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh dosen IPDN.

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan penelitian dan pengkajian sesuai bidang kajiannya.

e. Menganalisis dan mengkaji fenomena dan gejala aktual sebagai bahan pembuatan usulan penelitian, sesuai bidang kajiannya.

f. Mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh dosen, sesuai bidang kajiannya.

g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga Penelitian.

h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga Penelitian sesuai lingkup tugasnya.
Pasal 45
(1) Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi umum dan keuangan lembaga penelitian;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan urusan administrasi umum;
b. Melaksanakan urusan keuangan
(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi, pengarsipan dan pengelolaan data serta ketatausahaan Lembaga;

b. Menyiapkan data program penelitian dan pengkajian;

c. Menghimpun usulan rencana dan anggaran kegiatan penelitian dari masing-masing Pusat Penelitian;

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. Merencanakan kegiatan pengadaan sarana/prasarana kantor dan kegiatan penelitian.
f. Menyiapkan bahan laporan kegiatan penelitian dan pengkajian.
Paragraf Kedua

Lembaga Pengabdian Masyarakat
Pasal 46

(1) Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian masyarakat.
(2) Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pengabdian Masyarakat, bhakti sosial dan pengembangan implementasi keilmuan.

b. Merumuskan sasaran Pengabdian Masyarakat, bakti sosial dan pengembangan implementasi keilmuan.

c. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Perdesaan, Perkotaan, Pesisir dan Perbatasan.

(3) Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat mempunyai rincian tugas :

a. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat perdesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan, serta bidang lainnya;
b. Merumuskan sasaran pengabdian masyarakat.

c. Memadukan penyusunan rencana dan anggaran pengabdian masyarakat dari Kepala Pusat di lingkungan LPM;
d. Membina, mengarahkan dan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat;
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan Fakultas, Jurusan, Program Pascasarjana dan Program Studi;
f. Mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian, Fakultas, Jurusan, Program Pascasarjana dan Program Studi;
g. Menyelenggarakan kerjasama pengabdian masyarakat dengan Pihak Ketiga (Pemerintah, Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi lain, dan Pihak Swasta), berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama;
h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 47
(1) Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengabdian masyarakat dan pengembangan implementasi keilmuan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Perdesaan, Perkotaan serta Pesisir dan Perbatasan;
b. Penyelenggaraan pengembangan implementasi keilmuan.

(3) Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat mempunyai rincian tugas :

a. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan aplikasi keilmuan sesuai bidangnya;

b. Mengkoordinasikan, memeriksa, menyiapkan, menganalisis dan mengkaji bahan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan yang diusulkan oleh Fakultas, Jurusan, Program Pascasarjan dan Program Studi; 

c. Mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan ;

d. Melaksanakan kerjasama pengabdian masyarakat dengan Pihak Ketiga (Pemerintah, Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi lain, dan Pihak Swasta), berkoordinasi dengan Bagian Kerjasama;
e. Melaporkan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan kepala Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat;

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain dan melaporkan pelaksanaanya kepada Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat

Pasal 48
(1) Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan lembaga pengabdian masyarakat 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan urusan administrasi umum;
b. Melaksanakan urusan keuangan lembaga.

(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi, pengarsipan dan pengelolaan data serta ketatausahaan Lembaga;

b. Menyiapkan data program penelitian dan pengkajian;

c. Menghimpun usulan rencana dan anggaran kegiatan penelitian dari masing-masing Pusat Penelitian;

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. Merencanakan kegiatan pengadaan sarana/prasarana kantor dan kegiatan penelitian;
f. Menyiapkan bahan laporan kegiatan penelitian dan pengkajian.
Bagian Ketujuh
Biro pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Pasal 49
(1) Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama;

b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; dan
c. Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan.

Paragraf Pertama
Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama
Pasal 50
(1) Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi akademik, perencanaan, kerjasama dan pelatihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi akademik;

b. Pelaksanaan administrasi perencanaan;

c. Pelaksanaan administrasi kerjasama; dan

d. Pelaksanaan administrasi pelatihan.

(3) Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan sasaran program bidang administrasi akademik, perencanaan dan kerjasama;

b. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Rencana Induk Pengembangan IPDN;
c. Mengkoordinasikan penyusunan standarisasi kurikulum dan bahan ajar;
d. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akademik;
e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan biro, lembaga penelitian, lembaga pengabdian masyarakat, program pascasarjana dan fakultas;

f. Menyiapkan bahan arahan pelaksanaan program dilingkungan IPDN;
g. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bagian administrasi  akademik, bagian perencanaan, bagian kerjasama dan bagian pelatihan;

h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan LAKIP IPDN;

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan non mata kuliah dan praktek lapangan praja;
j. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjasama pendidikan dan non pendidikan dalam dan luar negeri;
k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Rektor.
(4) Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama terdiri dari :

a. Bagian Akademik;

b. Bagian Perencanaan;

c. Bagian Kerjasama; dan

d. Bagian Pelatihan.

Pasal 51
(1) Bagian Akademik subagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pengajaran, administrasi evaluasi dan pengembangan akademik.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian akademik menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi pengajaran;
b. Pelaksanaan administrasi evaluasi dan pengembangan.
(3) Bagian Akademik mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana operasional Bagian Akademik;
b. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum pendidikan IPDN;
c. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan standarisasi  materi bahan ajar;
d. Melaksanakan penyusunan standar operasi prosedur pendidikan;
e. Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan kewajiban mengajar bagi dosen;
f. Menyiapkan bahan kebijakan akreditasi perguruan tinggi dari fakultas, pascasarjana dan program studi;
g. Menyusun rencana pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
h. Menyiapkan bahan distribusi kewajiban mengajar bagi para dosen yang bersertifikat;
i. Mengurus sertifikasi dosen ke universitas Pembina, kementrian pendidikan nasional dan kementerian dalam negeri;
j. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembuatan kebijakan dari fakultas, program pascasarjana dan program studi untuk yudisium dan wisuda;
k. Melaksanakan penatausahaan ijasah berkoordinasi dengan fakultas, program pascasarjana dan program studi;
l. Melaksanakan penatausahaan transkrip akademik, legalisasi ijasah dan surat keterangan akademik lainnya bagi lulusan lembaga pendidikan kepamongprajaan sebelum terbentuknya fakultas;
m. Menyusun bahan LAKIP Bagian Akademik;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama.
(4) Bagian Akademik terdiri dari :

a. Sub Bagian administrasi pengajaran; dan

b. Sub Bagian evaluasi dan pengembangan.

Pasal 52
(1) Sub bagian Administrasi Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4a), mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pengajaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebangaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Administrasi Pengajaran menyelenggarakan fungsi :
a. Menyiapkan bahan perencanaan teknis akademik;

b. Melaksanakan administrasi umum pada Bagian Akademik;

c. Menghimpun bahan pengembangan kurikulum IPDN dari fakultas, program pascasarjana, jurusan dan program studi;

d. Menghimpun materi standarisasi bahan ajar IPDN dari fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi;

e. Menyiapkan bahan penatausahaan ijasah berkoordinasi dengan fakultas, program pascasarjana dan program studi;

f. Menyiapkan bahan penatausahaan transkrip akademik, legalisasi ijasah dan surat keterangan akademik lainnya bagi lulusan lembaga pendidikan kepamongprajaan sebelum terbentuknya fakultas;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan Kepala Bagian Akademik.

Pasal 53
(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan pengembangan akademik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebangaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan urusan evaluasi dan;

b. Pelaksanaan pengembangan akademik

(3)   Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:

a. Menghimpun bahan akreditasi  perguruan tinggi dari fakultas, program pascasarjana dan program studi;

b. Menghimpun bahan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

c. Menghimpun rencana kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari fakultas, program pascasarja, dan program studi;

d. Menghimpun bahan sertifikasi dosen;

e. Menghimpun bahan evaluasi pelaksanaan kewajiban mengajar bagi dosen;

f. Menghimpun bahan pelaksanaan evaluasi materi, desain dan metode akademik;

g. Menyiapkan bahan pengembanan/ pemutakhiran materi, desain dan metode akademik;

h. Melaksanakan pengembangan bahan ajar;

i. Melaksanakan penyiapan bahan yudisium dan wisuda;

j. Menyiapkan bahan penyusunan kalender akademik;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Kepala Bagian.

Pasal 54
(1) Bagian Perencanaan sebagaimana disebut pada pasal 50 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan administrasi program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan administrasi penyusunan evaluasi dan pelaporan.
(3) Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :

a. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra IPDN;
b. Menganalisis dan menelaah rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja dan IPDN kampus di Daerah;
c. Membahas dan menganalisis rencana kerja IPDN (Renja IPDN)
d. Menyusun, mambahas dan menelaah Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan pagu indikatif, pagu sementara dan pagu defenitif;
e. Menyusun , membahas dan menelaah usulan revisi kegiatan dan anggaran serta penyiapan bahan usulan APBNP;
f. Mendesain, menyusun restrukturisasi program, masterplan, pedoman penyusunan anggaran, kontrak kinerja dan penetapan kinerja tahunan serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
g. Menganalisis laporan pelaksanaan tugas saluruh unit kerja;
h. Membahas laporan kinerja lembaga per triwulan;
i. Membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Biro Administrasi Akademik, perencanaan dan Kerjasama;
k. Menyusun target pendapatan dan penggunaan serta pengurusan ijin penggunaan dana PNBP yang berlaku di IPDN;
l. Penyusunan rencana usulan standard biaya khusus dan standar biaya umum;
m. Memfasilitasi penyelesaian administrasi dana hibah.
(4) Bagian Perencanaan terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Anggaran; dan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 55
(1) Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran
(3) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai rincian tugas :

a. Menghimpun, menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan anggaran seluruh unit kerja serta IPDN Kampus di Daerah
b. Menyusun dan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT);
c. Menyiapkan, menyusun dan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan Pagu Indikatif, pagu sementara dan pagu defenitif;
d. Menyusun dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran serta penyiapan bahan usulan APBNP;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Perencanaan.
Pasal 56
(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi evaluasi dan pelaporan IPDN
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :

a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra IPDN;
b. Mendesain dan menyusun restrukturisasi program, kontrak kinerja dan penetapan kinerja tahunan serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
c. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja;
d. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja;
e. Membuat laporan kinerja IPDN per triwulan;
f. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
g. Menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Kepala Bagian Perencanaan.
Pasal 57
(1) Bagian kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi program kejasama dan kerjasama pendidikan 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi program kerjasama;
b. Pelaksanaan administrasi kerjasama pendidikan.
(3) Bagian Kerjasama mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana operasional Bagian Kerjasama;
b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan program kerjasama;
c. Mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan kerjasama  dari unit kerja IPDN dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;
d. Melaksanakan administrasi umum;
e. Menyusun bahan pedoman rencana kerjasama IPDN dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri;
f. Menghimpun informasi kegiatan kerjasama unit kerja di IPDN dengan pihak ketiga dalam maupun luar negeri; (model kebijakan kerjasama banyak pintu)
g. Menyusun bahan LAKIP Bagian Kerjasama;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama.
(4) Bagian Kerjasama terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Program Kerjasama; dan

b. Sub Bagian Kerjasama Pendidikan

Pasal 58
(1) Sub Bagian Administrasi Program Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi program kerjasama.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Program Kerjasama mempunyai fungsi pelaksanaan administrasi pogram kerjasama.
(3) Sub Bagian Administrasi Program Kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Melaksanakan administrasi umum pada Bagian Kerjasama;
b. Menyiapkan bahan penyusunan program kerjasama;
c. Menyiapkan bahan administrasi kerjasama;
d. Menyusun program rencana kerjasama;
e. Melaksanakan administrasi umum pada bagian kerjasama;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Kepala Bagian Kerjasama.

Pasal 59
(1) Sub Bagian Kerjasama Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi penyelenggaraan kerjasama pendidikan 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kerjasama Pendidikan mempunyai fungsi pelaksanaan administrasi kerjasama pendidikan.
(3) Sub Bagian Kerjasama Pendidikan mempunyai rincian tugas:

a. Menyiapkan penyusunan bahan materi dan bentuk kerjasama pendidikan;

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pendidikan;

c. Melaksanakan administrasi kerjasama pendidikan;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Kerjasama

Pasal 60
(1) Bagian Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan,  penyusunan program pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pelatihan;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan.
(3) Bagian Pelatihan mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana operasional Bagian Pelatihan;
b. Menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan;
c. Menyelengarakan pelatihan yang terkait dengan teknis kepamongprajaan;
d. Menyelenggarakan pengembangan materi pelatihan non mata kuliah;
e. Menyelenggarakan praktek lapangan; 
f. Melakukan administrasi tenaga pelatih;
g. Melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga pelatih;
h. Melaksanakan administrasi umum;
i. Menyusun bahan LAKIP Bagian Pelatihan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama.
(4) Bagian Pelatihan membawahkan :

a. Sub Bagian Pelatihan; dan

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan

Pasal 61
(1) Sub Bagian Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4)  huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pelatihan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelatihan dan praktek lapangan.
(3) Sub Bagian Pelatihan mempunyai rincian tugas:
a. Menyelenggarakan pelatihan non mata kuliah;
b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan praktek lapangan;
c. Menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan pelatihan;
d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan;
e. Menyiapkan bahan administrasi tenaga pelatih;
f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan praktek  lapangan praja;
g. Melaksanakan administrasi umum pada bagian pelatihan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Kepala Bagian Pelatihan.
Pasal 62
(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi  evaluasi  dan pengembangan pelatihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan administrasi  evaluasi pelatihan;

b. Pelaksanaan administrasi pengembangan pelatihan.
(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan dan evaluasi pelatihan;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan materi/bahan latihan;
c. Menyiapkan bahan pemutakhiran metode, materi  dan desain pelatihan;
d. Menyiapkan bahan standarisasi bahan pelatihan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang diberikan Kepala Bagian Pelatihan.
Paragraf Kedua

Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal  63
Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) huruf b, adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor. 
Pasal  64
(1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, umum serta humas dan protokol 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 65 Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan administrasi keuangan;

c. Pelaksanaan urusan umum; dan

d. Pelaksanaan urusan humas dan protokol.
(3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program kerja dan evaluasi bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
b. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Bagian dalam lingkup Biro Administrasi Umum dan Keuangan;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang pelayanan administratif meliputi bagian Kepegawaian, bagian Administrasi Keuangan, bagian Umum dan bagian Humas dan Protokol;

d. memberikan petunjuk teknis kegiatan lingkup Biro Administrasi Umum dan Keuangan;

e. memantau dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan teknis operasional di lingkup Biro Administrasi Umum dan Keuangan;

f. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya meningkatkan disiplin, efektivitas dan produktivitas kerja serta pengembangan karir;

g. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan yang telah ditetapkan Rektor dengan unit lain;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pada unit kerja di lingkup IPDN kampus Jatinangor, kampus Cilandak dan kampus daerah;
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Biro Administrasi Umum dan Keuangan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.

(4) Biro Administrasi Umum dan Keuangan membawahkan :

a. Bagian Kepegawaian;

b. Bagian Administrasi Keuangan;

c. Bagian Umum; dan

d. Bagian Humas dan Protokol

Pasal 65
(1) Bagian kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4)  huruf a mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan kepegawaian
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan rencana penerimaan, penempatan dan pemberhentian PNS IPDN;

b. mengelola pegawai sesuai kebutuhan organisasi;

c. melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai;

d. melakukan evaluasi semua kegiatan sesuai rencana;
e. memberikan laporan kegiatan sesuai hasil evaluasi.
(3) Bagian Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional urusan Bagian Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian di lingkup IPDN;
c. Mengusulkan perubahan status PNS menjadi Pejabat Fungsional;
d. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan jabatan fungsional asisten dan Lektor yang diusulkan oleh Senat Fakultas;
e. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Institut;
f. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan jabatan fungsional lainnya yang diusulkan dari unit kerja bersangkutan;
g. Mengelola kenaikan pangkat PNS di lingkup IPDN;
h. Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai di lingkup IPDN;
i. Menyiapkan bahan kebijakan promosi, rotasi, mutasi dan demosi pegawai di lingkup IPDN;
j. Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai yang mencapai batas usia pensiun, pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pensiun;
k. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap disiplin pegawai;
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

(4) Bagian Kepegawaian membawahkan :

a. Sub Bagian Jabatan Struktural; dan
b. Sub Bagian Jabatan Fungsional

Pasal 66
(1) Sub Bagian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) huruf a mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan mutasi pegawai, disiplin pegawai, data pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), Sub Bagian Jabatan Struktural menyelenggarakan fungsi:

a. mengumpulkan bahan/data kepegawaian IPDN;

b. melaksanakan proses kenaikan pangkat pegawai;

c. melaksanakan proses pensiun pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan rekapitulasi absen pegawai sesuai dengan ketentuan;

e. melaksanakan penjatuhan disiplin kepada pegawai yang melanggar;

f. membuat Daftar Urut Kepangkatan;

g. Membuat Daftar Nominatif Pegawai IPDN;

h. Melaksanakan proses kenaikan gaji berkala;

i. Mengusulkan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi kepada pimpinan.
(3) Sub Bagian Jabatan Struktural mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Jabatan Struktural;
b. memproses kenaikan pangkat pegawai sesuai ketentuan;
c. membuat daftar usulan pensiun bagi pegawai yang akan mencapai batas pensiun;
d. memproses usulan promosi, rotasi, mutasi dan demosi pegawai baik intern maupun ekstern IPDN;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan diklat structural pegawai;
f. menyiapkan blanko absensi pegawai per hari;
g. memproses usulan cuti pegawai;
h. menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti Ujian Dinas;
i. menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti penyesuaian ijazah;
j. memproses pemberian tunjangan keluarga pegawai;
k. menyiapkan bahan penetapan pemberian penghargaan dan penjatuhan disiplin pegawai;
l. membuat daftar urut kepangkatan (DUK);
m. memfasilitasi pelayanan administrasi Taspen dan Askes; 
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 67
(1) Sub Bagian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan  jabatan fungsional pegawai, jabatan struktural pegawai dan pengembangan karier pegawai 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), Sub Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a. mengumpulkan data Tenaga pengajar yang sesuai kebutuhan;

b. memproses jabatan fungsionall;

c. pengangkatan pejabat struktural akademik sesuai DUK;

d. merencanakan Diklat pegawai jabatan fungsional;

(3) Sub Bagian Jabatan Fungsional mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Jabatan Fungsional;

b. menyiapkan bahan usulan perubahan status PNS menjadi Pejabat Fungsional;
c. mendistribusikan dan menghimpun bahan penghitungan angka kredit tenaga pengajar dari Tim PAK;
d. menyiapkan naskah SMTP jabatan fungsional;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan diklat fungsional pegawai;
f. menyiapkan bahan usulan izin belajar dan tugas belajar pegawai bagi pejabat fungsional;
g. menyiapkan bahan usulan kenaikan jabatan fungsional asisten dan Lektor yang diusulkan oleh Senat Fakultas;
h. menyiapkan bahan usulan kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Institut;
i. menyiapkan bahan usulan kenaikan jabatan fungsional lainnya yang diusulkan dari unit kerja bersangkutan;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data daftar nominatif pejabat fungsional;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 68
(1) Bagian Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas merencanakan  urusan pelaksanaan anggaran, verifikasi dan pelaporan 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. merencanakan anggaran;

b. melaksanakan anggaran;

c. melaksanakan verifikasi dan pelaporan anggaran.

(3) Bagian Administrasi Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional urusan Bagian Administrasi Keuangan meliputi urusan perencanaan, pelaksanaan, verifikasi dan pelaporan anggaran;
b. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran IPDN oleh masing-masing unit kerja;
c. Menyelia perencanaan, pelaksanaan, verifikasi dan pelaporan anggaran dari masing-masing unit kerja;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, verifikasi dan pelaporan anggaran;
e. Menyusun usulan Standar Biaya Khusus (SBK), target pendapatan, target penggunaan PNBP serta ijin penggunaan danan PNBP;
f. Menyusun Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan Surat Rincian Anggaran (SRA);
g. Menelaah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dan menyusun usulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

i. Membukukan dan menyetorkan semua PNBP ke Kas Negara;
j. Menyusun laporan berkala pelaksanaan anggaran IPDN (bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun);
k. Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP;
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bagian Administrasi Keuangan membawahkan:

a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;

b. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran;

c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran
Pasal 69
(1) Sub Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perencanaan anggaran;
b. pelaksanaan perencanaan anggaran.

(3) Sub Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai incian tugas:

a. Membuat rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Anggaran;

b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran;
c. menyiapkan bahan usulan Standar Biaya Khusus (SBK), target pendapatan, target penggunaan PNBP serta ijin penggunaan danan PNBP;
d. menyusun/membuat pedoman petunjuk operasional kegiatan (POK) IPDN;
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 70
(1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan anggaran;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan data dan informasi penganggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan anggaran.

(3) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran;

b. membuat rencana kegiatan urusan pelaksanaan anggaran;
c. menyusun daftar gaji, honorarium dan lembur pegawai;
d. membuat pembukuan pengeluaran dan penerimaan APBN dan non APBN;
e. menerima dan membukukan semua PNBP;
f. menyiapkan bahan penyusunan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan Surat Rincian Anggaran (SRA)
g. menyusun laporan Sisa Perhitungan Anggaran (SPA);
h. membuat rencana penarikan dana dari KPPN;
i. membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan untuk disampaikan ke KPPN;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 71
(1) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan pengujian pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntansi 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan rencana verifikasi dan pengujian pelaksanaan anggaran;

b. penyiapan rencana penyusunan laporan akuntansi;

c. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi
(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran;

b. membuat rencana kegiatan verifikasi, pengujian pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan akuntansi;
c. menyelia verifikasi dan pengujian pelaksanaan anggaran;
d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis verifikasi anggaran dan data dari SP2D;
e. menyusun laporan hasil pemeriksaan;
f. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dan menyusun usulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
g. menyiapkan bahan untuk pemutakhiran data dan penyelesaiannya;
h. mengevaluasi pengurusan verifikasi, pengujian pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan akuntansi;
i. melakukan rekonsiliasi data SAI dan SIMAK BMN ke KPPN, Kanwil;
j. membuat laporan keuangan ke Kemdagri;
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 72
(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan angkutan, tata usaha, rumah tangga, menza dan laundry serta keamanan dalam.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum melaksanakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan perlengkapan dan angkutan;
b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan menza dan laundry;
d. pelaksanaan urusan keamanan dalam.
(3) Bagian Umum mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana operasional urusan Bagian Umum;

b. menyelia pelaksanaan program kegiatan teknis dan administratif urusan perlengkapan dan angkutan, tata usaha, rumah tangga, menza dan laundry serta keamanan dalam;
c. menyelenggarakan pelayanan makan dan laundry bagi praja;
d. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
e. menyelenggarakan urusan menza dan laundry;
f. menyelenggarakan urusan keamanan dalam;
g. melaksanakan manajemen asset untuk seluruh unit kerja di IPDN, meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan serta penghapusan;
h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada unit kerja lainnya;
i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Bagian Umum membawahkan:
a. Sub Bagian Perlengkapan dan Angkutan;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Menza dan Loundry;

d. Sub Bagian Keamanan Dalam.

Pasal 73
(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 72 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas Melaksanakan urusan administrasi perlengkapan dan pengelolaan angkutan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Angkutan melaksanakan fungsi :

a. pengurusan administrasi pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);

b. pengurusan administrasi inventarisasi dan pelaporan  Barang Milik Negara (BMN);

c. pengurusan administrasi dan operasional kendaraan dinas.
(3) Sub Bagian Perlengkapan dan Angkutan mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perlengkapan dan Angkutan;

b. menyiapkan dan menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa;
c. membuat laporan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh unit kerja IPDN;
d. melaksanakan perencanaan barang dan jasa;
e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
f. melaksanakan pendistribusian barang dan jasa; 
g. melaksanakan penyimpanan barang;
h. melaksanakan penghapusan barang;
i. menyusun data inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dengan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan aplikasi persediaan;
j. mengalokasikan penggunaan bahan bakar bagi pengguna kendaraan dinas;
k. mengalokasikan dan menyelia penugasan pengemudi kendaraan dinas IPDN;
l. mengelola pool kendaraan;
m. mengadministrasikan penerimaaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penyewaan kendaraan dinas;
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 74
(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga melaksanakan fungsi :

a. pengurusan ketatausahaan;

b. pengurusan kerumahtanggan;

c. pemeliharaan, perbaikan dan pengelolaan aset-aset lembaga

(3) Sub Bagian tata Usaha dan Rumah Tangga  mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar;
c. mengelola kearsipan dan menyiapkan penggunaan arsip;
d. menyediakan dan menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk mendukung kegiatan lembaga;
e. melayani dan memfasilitasi akomodasi tamu-tamu Dinas/Lembaga serta menyiapkan pelayanan kunjungan tamu;
f. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan aset-aset lembaga;
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 75
(1) Sub Bagian Menza dan Laundry sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan menza dan laundry.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Menza dan Laundry melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan operasional menza;

b. Pelaksanaan operasional laundry

(3) Sub Bagian Menza dan Laundry mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Menza dan Laundry;

b. merencanakan menu makan praja sesuai standar gizi;
c. mengawasi kualitas dan kuantitas bahan makanan serta menghitung kalori dan zat gizi yang terkandung dalam makanan yang akan disajikan kepada praja;
d. menyelia pelaksanaan penyediaan makan praja oleh pihak ketiga;
e. menyelia pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan menza;
f. melaksanakan kegiatan operasional laundry, termasuk perencanaan kebutuhan bahan bakar Mesin Broiller bahan chemical dan treatment;
g. melaksanakan dan mengawasi pelayanan pencucian pakaian praja;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Pasal 76
(1) Sub Bagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Menza dan Laundry melaksanakan fungsi:

a. bertanggungjawab terhadap keamanan dalam kampus;

b. mengkoordinasikan keamanan di kampus IPDN Jatinangor dan kampus IPDN Cilandak.

(3) Sub Bagian Menza dan Laundry mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keamanan Dalam;

b. melaksanakan tindakan preventif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan kampus;
c. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam pengamanan dalam kampus;
d. mengevaluasi gangguan keamanan yang terjadi dalam lingkungan kampus;
e. membina petugas keamanan dalam;
f. melaksanakan operasionalisasi tugas keamanan dalam; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 77
(1) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan humas dan protokol
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan kehumasan dan publikasi;
b. pelaksanaan urusan protokol.
(3) Bagian Humas dan Protokol mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan operasional urusan Bagian Humas dan Protokol sebagai pedoman kelancaran tugas;

b. menyelia kegiatan pelaksanaan urusan Humas dan Publikasi;
c. menyelia kegiatan urusan keprotokolan;
d. mengkoordinasikan penyusunan jadwal pimpinan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4)  Bagian Humas dan Protokol membawahkan :
a. Sub Bagian Humas;

b. Sub Bagian Protokol.
Pasal 78
(1) Sub Bagian Humas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan humas dan publikasi.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Humas menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan kegiatan penerangan, pengelolaan dan pengolahan informasi;

b. menyelenggarakan dan membina hubungan dengan masyarakat/lembaga pemerintah daerah/instansi terkait melalui pers dan media massa;

(3) Sub Bagian Humas mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Humas;

b. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi di  lingkungan internal maupun eksternal IPDN;
c. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan IPDN;
d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 79
(1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas urusan protokol

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. mempersiapkan dan menyelenggarakan acara dan upacara;

b. melayani pimpinan;

c. pelayanan tamu lembaga.

(3) Sub Bagian Protokol mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Protokol;
b. membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis setiap acara dan upacara;
c. melaksanakan sinkronisasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan;
d. mempersiapkan petugas dan personil acara dan upacara;
e. membuat jadwal kegiatan pimpinan;
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Paragraf Ketiga

Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan

Pasal 80
(1) Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi keprajaan dan kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor

Pasal 81

(1) Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan, pengasuhan dan ekstrakurikuler

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi keprajaan/kemahasiswaan dan alumni;

b. Pelaksanaan pengasuhan; dan

c. Pelaksanaan ekstrakurikuler

(3) Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan sasaran program Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan;

b. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang pelayanan administratif bidang administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan yang meliputi bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan, Bagian Pengasuhan dan Bagian Ekstrakurikuler;

c. merumuskan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan;

d. membina dan memantau kegiatan bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan, bagian pengasuhan dan bagian Ekstrakurikuler;

e. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di lingkup Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan di bidang keprajaan dan alumni, pengasuhan dan ekstrakurikuler;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi dalam bidang administrasi keprajaan dan kemahasiswaan, pengasuhan dan ekstrakurikuler.
(4) Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan membawahkan :

a. Bagian administrasi keprajaan/kemahasiswaan dan alumni;

b. Bagian pengasuhan;

c. Bagian ekstrakurikuler

Pasal 82
(1) Bagian Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keprajaan/kemahasiswaan dan alumni

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi keprajaaan dan kemahasiswaan;

b. Pelaksanaan administrasi alumni.

(3) Bagian Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana operasional urusan Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan sebagai pedoman kelancaran tugas;

b. menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran bagian berdasarkan tahun anggaran;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis bagian;

d. pemantauan perkembangan alumni;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan fasilitas praja dengan alumni, senat perguruan tinggi dan dengan pihak terkait;

f. melakukan koordinasi dengan unit terkait;

g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian;

h. membuat laporan kegiatan tahunan;

i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Bagian Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni membawahkan :

a. Sub Bagian Keprajaan dan Kemahasiswaan;

b. Sub Bagian Administrasi Alumni

Pasal 83
(1) Sub Bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengurusan, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data praja;

b. pengurusan registrasi dan statistik praja

c. menyiapkan administrasi pemberhentian/pengunduran diri praja;

d. pengurusan pemeliharaan file praja;

e. pengurusan daftar nominatif capra dan praja;

f. pengurusan perangkat lunak kehidupan praja dan administrasi penghargaan;

g. menyiapkan administrasi pengukuhan PPM.

(3) Sub Bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan;

b. menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran sub bagian berdasarkan tahun anggaran;

c. menyusun berkas praja per angkatan;

d. menyusun berkas persyaratan administrasi pengangkatan sebagai CPNS dan PNS praja;

e. menyajikan dan menginformasikan data keprajaan kepada pimpinan;

f. memeriksa kelengkapan administrasi berkas/dokumen calon praja;

g. menyiapkan administrasi pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II;

h. menyiapkan berkas pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS;

i. menyiapkan data berkas pengusulan Karpeg dan Taspen;

j. menyiapkan data wisudawan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 84
(1) Sub Bagian Administrasi Alumni sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi alumni;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Sub Bagian Administrasi Alumni menyelenggarakan fungsi:

a. pengurusan, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data praja;

b. pengurusan registrasi dan statistik praja;

c. menyiapkan administrasi pemberhentian/pengunduran diri praja;

d. pengurusan pemeliharaan file praja;

e. pengurusan daftar nominatif capra dan praja;

f. pengurusan perangkat lunak kehidupan praja dan administrasi penghargaan;

g. menyiapkan administrasi pengukuhan PPM.

(3) Sub Bagian Administrasi Alumni mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Alumni;

b. memfasilitasi pembentukan ikatan alumni;

c. menghimpun, mempublikasikan karya-karya ilmiah alumni;

d. menyusun database alumni;

e. mengkoordinasikan kegiatan temu alumni;

f. mengelola data alumni menurut tempat penugasan dan jabatan terakhir;

g. melaksanakan koordinasi dengan Pemda tentang perkembangan alumni;

h. menyusun desain monitoring dan evaluasi perkembangan alumni;

i. menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan alumni;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 85
(1) Bagian Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan pengasuhan;

(2) Bagian Pengasuhan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha pengasuhan;

b. Pelaksanaan urusan bimbingan dan pengawasan;

c. Pelaksanaan urusan pembinaan disiplin praja

(3) Bagian Pengasuhan mempunyai rincian tugas:

a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan tata usaha pengasuhan;

b. Mengkoordinasikan rencana, program dan keuangan pengasuhan;

c. Menyelia pelaksanaan program kerja pengasuhan;

d. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan  pelaksanaan peraturan tata tertib Praja dan Penegakan Displin Praja

e. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan dan Pengawasan Praja;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling Praja;

g. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Praja;

h. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kinerja pengasuh dan kepribadian Praja;

i. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap hasil bimbingan dan konseling serta hasil penjatuhan hukuman disiplin;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
k. Bertanggung jawab terhadap hal-hal dan masalah-masalah pengasuhan praja.
(4) Bagian Pengasuhan membawahkan :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Bimbingan dan Pengawasan; 
c. Sub Bagian Pembinaan Disiplin;
d. Kepala Satuan Praja;
e. Pengasuh Wisma.
Pasal 86
(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha bagian pengasuhan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi ketatausahaan bagian pengasuhan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program, anggaran bagian pengasuhan

b. Menyiapkan bahan dan konsep program dan anggaran bagian pengasuhan;

c. Membuat rencana operasional kegiatan dan anggaran pengasuhan;

d. Memeriksa dan menelaah data program dan atas rencana kegiatan yang diajukan Pengasuh;

e. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan pedoman dan materi pengasuhan

f. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan jadual kegiatan pengasuhan

g. Melakukan evaluasi terhadap rencana, program kerja dan anggaran pengasuhan

h. Menyiapkan dan membuat pedoman dan materi pengasuhan;

i. Menghimpun dan mengelola informasi penerapan metode dan materi pengasuhan

j. Mengkordinasikan pengelolaan informasi penerapan metode dan materi pengasuhan

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rencana, program kerja dan anggaran pengasuhan;

l. Mengkoordinasikan penyaiapan dan pembuatan instrumen evaluasi kinerja pengasuh dan evaluasi kepribadian Praja;

m. Menyiapkan dan membuat instrumen evaluasi kinerja Pengasuh dan evaluasi kepribadian Praja

n. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengasuhan;

o. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolan administrasi tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan pada bagian pengasuhan

p. Melaksanakan pengelolaan administrasi tenaga pengasuhan dan staf;

q. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tulisan agar dapat diproses lebih lanjut;

r. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengatahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

s. Menyiapkan format dan pengelolaan serta pengumpulan laporan situasi;

t. Menghimpun dan menyiapkan data nominatif wisma Praja;

u. Menghimpun data nilai kepribadian Praja;

v. Memberikan pelayanan administratif kepada Pengasuh dan Praja;

w. Menghimpun dan mendistribusikan kebutuhan logistik Pengasuh dan Praja;

x. Membuat dan menyiapkan data barang inventaris bagian pengasuhan;

y. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana bagian pengasuhan;

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepela BagianPengasuhan.

Pasal 87
(1) Sub Bagian Bimbingan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan bimbingan dan pengawasan praja;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Sub Bagian Bimbingan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap Praja;

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Praja.
(3) Sub Bagian Bimbingan dan Pengawasan mempunyai uraian tugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem, dan materi pengasuhan dalam rangka operasional pengasuhan;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan jadwal kegiatan pengasuhan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan Pengawasan Praja;

d. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan piket pengasuhan;

e. Fasilitasi semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Jarlatsuh dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pendampingan kegiatan minat dan bakat;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan monitoring terhadap Praja;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pamong pengasuh;

h. Menyelia pelaksanaan tugas pamong pengasuh

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Pengasuhan;
j. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah bimbingan dan pengawasan praja.
Pasal 88
(1) Sub Bagian Pembinaan Disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan pembinaan disiplin praja

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Sub Bagian Pembinaan Disiplin menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan disiplin praja.

(3) Sub Bagian Pembinaan Disiplin mempunyai uraian tugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan disiplin praja;

b. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan pedoman dan materi pengasuhan;

c. Menyiapkan bahan pembuatan jadwal kegiatan pengasuhan;

d. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi penerapan metode dan materi pengasuhan;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap rencana program kerja bagian pengasuhan;

f. Menyiapkan bahan pembuatan instrument evaluasi kinerja pengasuh dan evaluasi kepribadian Praja;

g. Menyiapakna bahan laporan pelaksanaan pengasuhan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengasuhan;
i. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pembinaan disiplin.
Pasal 89
(1) Kepala Satuan Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayast (4) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Sub BagianBimbingan dan Pengawasan dalam melaksanakan urusan pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pemantauan Praja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Kepala Satuan Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Praja

b. Pemnatauan dan evaluasi kegiatan Praja 

(3) Kepala satuan Praja mempunyai uraian tugas:

a. Melaksanakan sistem, pedoman dan materi pengasuhan dalam rangka operasional pengasuhan;

b. Melaksanakan jadual kegiatan pengasuhan;

c. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengawasan Praja;

d. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan piket pengasuhan;

e. Memfasilitasi semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Jarkatsuh dan menyiapkan serta mendampingi kegiatan ekstrakulikuler;

f. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring terhadap Praja;

g. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pengasuh dan kegiatan Praja;

h. Menyelia pelaksanaan tugas Pengasuh Wisma;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kasubbag Bimbingan dan Pengawasan;
j. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah operasional pengasuhan.
Pasal 90
(1) Pengasuh Wisma sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (4) huruf e mempunyai tugas membantu Kasubbag Bimbingan dan Pengawasan dalam melaksanakan urusan pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pemantauan Praja

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Pengasuh Wisma menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Praja

b. Pemnatauan dan evaluasi kegiatan Praja

(3) Pengasuh Wisma mempunyai uraian tugas:

a. Menyiapkan dan mengecek pengisian buku jaga wisma, jaga serambi dan buku kendali berobat Praja di Wisma, mencatat serta menyimpan semua data yang berkaitan dengan data medical record Praja yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Memberikan pelayanan administrastif  kepada Praja yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Melaksanakan sistem, pedoman dan materi pengasuhan dalam rangka operasional pengasuhan;

d. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengawasan Praja;

e. Memfasilitasi semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Jarkatsuh dan menyiapkan serta mendampingi kegiatan ekstrakulikuler;

f. Menyiapkan, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kebersihan Wisma dan lingkungan Wisma Praja;

g. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan monitoring terhadap Praja serta evaluasi;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengasuhan atau Kasubbag Bimbingan dan Pengawasan;
i. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pengasuhan wisma.
Pasal 91
(1) Bagian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (4) huruf c 81 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler, Organisasi, dan Kerohanian Praja

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada Pasal ayat (1), Bagian Ekstrakurikuler menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler;

b. Penyiapan pembinaan dan pengembangan Organisasi;

c. Penyiapan bahan pembinaan dan pembinaan Kerohanian.

(3) Bagian Ekstrakurikuler mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler;

b. Mengorganisasikan program pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler;

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler;

d. Mengevaluasi program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Ekstrakulikuler;

e. Menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi;

f. Mengorganisasikan program pembinaan dan pengembangan Organisasi

g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi

h. Mengevaluasi program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi

i. Menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan Kerohanian

j. Mengorganisasikan program pembinaan dan pengembangan Kerohanian

k. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Kerohanian

l. Mengevaluasi program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Kerohanian;
m. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kegiatan ekstrakurikuler.
(4) Bagian Ekstrakurikuler membawahkan:

a. Sub Bagian Seni dan Olahraga;

b. Sub Bagian Organisasi dan kerohanian.

Pasal 92
(1) Sub Bagian Seni dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan seni dan olah raga.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), Sub Bagian Seni dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pengembangan Seni;

b. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pengembangan olah raga.

(3) Sub Bagian Seni dan Olahraga mempunyai rincian tugas:

a. Menyelenggarakan pengelolaan Seni;

b. Mengembangkan penyelengaraan seni;

c. Memfasilitasi pengembangan kemampuan seni;

d. Mengadministrasikan serta pengarsipan data dan informasi;

e. Menyusun laporan hasil kegiatan seni sesuai dengan peraturan

f. yang berlaku;

g. Menyelenggarakan pengelolaan olah raga;

h. Mengembangkan penyelenggaraan olah raga;

i. Memfasilitasi pengembangan kemampuan olah raga;

j. Mengadministrasikan serta pengarsipan data dan informasi olah raga;

k. Menyusun laporan hasil kegiatan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bagian Ekstrakurikuler;
m. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah seni dan olah raga.
Pasal 93
(1) Sub Bagian Organisasi dan Kerohanian sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan  pembinaan dan pengembangan Organisasi dan Kerohanian

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada ayat (1), Sub Bagian Organisasi dan Kerohanian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi;

b. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan Kerohanian;

c. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan pembinaan kepribadian.

(3) Sub Bagian Organisasi dan Kerohanian mempunyai rincian tugas:

a. Menyelenggarakan pengelolaan orgnisasi dalam kehidupan Praja;

b. Mengembangkan penyelenggaraan organisasi dalam keihidupan Praja;

c. Memfasilitasi pengembangan organisasi dalam kehidupan Praja;

d. Mengadministrasikan serta pengarsipan data dan informasi dalam Kehidupan Praja;

e. Menyusun lapora hasil kegiatan organisasi dalam kehidupan Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan kerohanian praja;

g. Menyelenggarakan kerohanian praja;

h. Mengembangkan penyelenggaraan kerohanian praja;

i. Memfasilitasi pengembangan kemampuan kerohanian praja;

j. Mengadministrasikan serta pengarsipan data dan informasi kerohanian praja

k. Menyusun laporan hasil kegiatan kerohanian praja sesuai dengan perturan yang berlaku.

l. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan Kepribadian praja;

m. Menyelenggarakan pembinaan kepribadian praja;

n. Mengembangkan penyelenggaraan pembinaan kepribadian praja;

o. Memfasilitasi pengembangan kemampuan pembinaan kepribadian praja;

p. Menyelenggarakan pembinaan spiritual agama, mental perjuangan serta menanamkan nilai-nilai etis kepamongan dan kepemimpinan;

q. Menegakkan kedisiplinan dan membina kesadaran hukum di lingkungan praja;

r. Mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan kepemerintahan yang kritis, demokratis, dan memiliki loyalitas tinggi;

s. Mengembangkan kreatifitas dan kepekaan sosial melalui kegiatan sosial;

t. Mengadministrasikan serta pengarsipan data dan informasi pembinaan kepribadian praja;

u. Menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan kepribadian praja sesuai dengan perturan yang berlaku;
v. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah organisasi dan kerohanian.
Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 94

(1) Unit Pelaksana Teknis Merupakan unsur penunjang IPDN, yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit dan atau kepala pusat dan atau ketua komisi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Unit Perpustakaan;

b. Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa;

c. Unit Poliklinik;

d. Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum;

e. Unit Budidaya;

f. Unit Penjaminan Mutu;

g. Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

h. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum;

i. Pusat Bimbingan dan Konseling Praja;

j. Komisi Disiplin.

Paragraf Pertama

Unit Perpustakaan
Pasal 95

(1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perpustakaan guna mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyediaan sumber media informasi dan layanan program pengajaran dan pelatihan;

b. Penyediaan sumber media informasi dan layanan program penelitian;

c. Penyediaan sumber media informasi dan layanan program pengabdian pada masyarakat;

d. Pengkoordinasian unit-unit perpustakaan pada IPDN kampus daerah, Fakultas, dan Program Pascasarjana;

(3) Unit Perpustakaan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional unit perpustakaan;
b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran unit perpustakaan; 
c. Menyelia  kegiatan ketatausahaan  perpustakaan

d. Menyelia kegiatan pelayanan sirkulasi dan referensi perpustakaan

e. Menyelia pengelolaan teknis kegiatan perpustakaan 

f. Melaksanakan pembinaan dan usaha pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pustakawan dan pegawai perpustakaan

g. Mengelola dan mengadministrasikan aset-aset perpustakaan

h. Merancang, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan         e-library (perpustakaan digital)

i. Melaksanakan sirkulasi peminjaman, pengembalian bahan pustaka dan pendaftaran anggota

j. Memperbaiki kembali bahan-bahan pustaka yang telah rusak;

k. Memberikan informasi umum koleksi bahan pustaka;

l. Menyelenggarakan pameran;

m. Mengadakan bahan pustaka;

n. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan;

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Rektor;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Paragraf Kedua

Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa

Pasal 96

(1) Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengelola Laboratorium dan menyelenggarakan pelatihan komputer, pelatihan dan kursus bahasa inggris bagi praja, dosen dan karyawan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa menyelenggarakan fungsi :

c. Pengelolaan Laboratorium;
d. Fasilitasi pelatihan komputer bagi praja, karyawan dan dosen;
e. Fasilitasi pelatihan dan kursus bahasa inggris bagi praja, karyawan dan dosen;
(3) Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa mempunyai rincian tugas:

j. Menyusun rencana operasional unit laboratorium dan komputer;
k. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran unit Laboratorium dan Komputer; Menyusun rencana kebutuhan Unit Laboraatorium dan Komputer;
l. Menyelenggarakan pelatihan dan kursus komputer bagi Praja, karyawan dan dosen;
m. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bahasa inggris bagi praja, dosen dan karyawan;
n. Mengadministrasikan dan memelihara aset-aset laboratorium;
o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
Paragraf Ketiga

Unit Poliklinik

Pasal 97

(1) Unit Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi praja, mahasiswa program Pascasarjana, PNS dan keluarga civitas akademika IPDN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Unit Poliklinik menyelenggarakan fungsi:

a. Mengelola poliklinik;
b. Melaksanakan pelayanan kesehatan umum;
c. Perawatan umum dan gigi;
d. Mengelola obat-obatan.
(3) Unit Poliklinik mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan poliklinik;

b. Menyusun rencanan kebutuhan operasional poliklinik;

c. Mengajukan rencana pengadaan operasional poliklinik;

d. Mengevaluasi kegiatan poliklinik dan melakukan pelaporan;

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

f. Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan pasien; 

g. Membuat rujukan pada kasus yang tidak dapat ditangani;

h. Memberikan penyuluhan hidup sehat kepada seluruh civitas akademika;

i. Membantu pelaksanaan pengobatan umum;

j. Melaksanakan sterilisasi dan penyimpanan peralatan medis;

k. Membantu administersi BPU dan BPG;

l. Membantu pelaksanaan pengobatan dan perawatan  gigi;

m. Melaksankan pengadaan obat-obatan di poliklinik;

n. Mengatur administrasi obat dan arsip pelaporan;

o. Mengatur kebersihan dan kerapihan kamar obat dan gudang.

p. Melaksankan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan poliklinik;

q. Membuat dan mengumpulkan laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun untuk disusun menjadi laporan poliklinik;

r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.

s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor
Paragraf Keempat

Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum
Pasal 98

(1) Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan urusan museum di lingkungan IPDN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan laboratorium pemerintahan;

b. Pelaksanaan pelayanan museum pemerintahan.
(3) Unit Laboratorium Pemerintahan dan Museum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Unit Laboratorium dan Museum;

b. Menyusun rencana kebutuhan operasional Unit Laboratorium dan Museum;

c. Menyusun kebutuhan informasi data kegiatan pemerintahan;
d. Melakukan uji penerapan kebijakan teknis pemerintahan tertentu berkoordinasi dengan lembaga penelitian dan lembaga pengabdian masyarakat;
e. Mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data profil pemda di seluruh indonesia;

f. Mengidentifikasi kasus-kasus yang menarik dari aspek manajemen pemerintahan daerah;

g. Menyediakan deskripsi kasus-kasus dengan solusi pemecahannya yang terdokumentasi;

h. Memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pemerintahan bagi praja;

i. Memelihara barang –barang inventaris lembaga yang di bawah tanggung jawab Unit Laboratorium dan Museum;

j. Mengevaluasi kegiatan Unit Laboratorium dan Museum secara berkala;

k. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan Unit Laboratorium dan Museum secara berkala kepada rektor IPDN;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang  diberikan Rektor IPDN.

Paragraf Kelima

Unit Budidaya

Pasal 99
(1) Unit Budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan budidaya dan pengelolaan lahan pertanian dan perikanan Kampus serta memfasilitasi kegiatan pelatihan pertanian;

(2) Unit Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan sarana budidaya dilingkungan kampus IPDN;
b. Pelaksanaan pengelolaaan sarana budidaya dilingkungan kampus IPDN;
(3) Unit Budidaya mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Unit Budidaya;
b. Menyusun rencana kebutuhan operasional Unit Budidaya;

c. Memfasilitasi kegiatan pelatihan pertanian;

d. Memfasilitasi kegiatan peternakan;

e. Memanfaatkan fungsi lahan IPDN yang belum dikelola;

f. Memelihara dan memanfaatkan tambak ikan;

g. Memelihara barang –barang inventaris lembaga yang di bawah tanggung jawab unit budidaya;

h. Mengevaluasi kegiatan budidaya secara berkala;

i. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan budidaya secara berkala kepada rektor IPDN;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang  diberikan Rektor IPDN.

Paragraf Keenam

Unit Penjaminan Mutu

Pasal 100
(1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu Rektor dalam menyusun kebijakan, menyusun pedoman dan mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di IPDN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Unit Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan kebijakan terkait penjaminan mutu pendidikan;

b. Menyiapkan pedoman penjaminan mutu pendidikan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

(3) Unit Penjaminan Mutu mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun kebijakan dan sasaran mutu Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan dan Program Studi;

b. Menyusun pedoman pelaksanaan penjaminan mutu;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu;

d. Melaksanakan kajian-kajian hasil penjaminan mutu;

e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjaminan mutu secara rutin;

f. Menyusun pedoman anggaran pelaksanaan penjaminan mutu;

g. Menyusun pedoman evaluasi untuk peningkatan mutu;

h. Mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan administrasi keuangan UPM;

i. Melaporkan hasil kerja kepada Rektor secara rutin.

Paragraf Ketujuh

Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 101
(1) Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf f mempunyai tugas membantu Rektor dalam menyusun kebijakan, menyusun pedoman dan memasyarakatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sivitas akademika IPDN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan bahan kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b. Meyusun pedoman Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c. Meyelenggarakan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(3) Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi IPDN; 
b. Melakukan perencanaan standar peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengoperasian, pendayagunaan, dan pemeliharaan jaringan di  lingkungan IPDN;
c. Memasyarakatkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengguna dan calon pengguna;
d. Melakukan pengendalian keamanan dan keandalan kinerja jaringan baik dari sisi hardware maupun software sesuai dengan kemajuan teknologi;
e. Melaksanakan pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang antisipatif terhadap kebutuhan Institut dan responsif terhadap keluhan pengguna;
f. Menetapkan kualifikasi dan memberikan pertimbangan dalam rekruitmen dan penerimaan teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semua unit di lingkungan IPDN;
g. Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi teknis jaringan secara berkala kepada para teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan IPDN;
h. Mengelola dan menjamin kelancaran akses informasi dan komunikasi ke jaringan lokal IPDN dan jaringan global bagi semua pengguna;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Rektor.
Paragraf Kedelapan

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

Pasal 102
(1) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi dan bantuan hokum serta memberi pertimbangan hukum kepada Rektor

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan  pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;

b. Pelaksanaan pelayanan pertimbangan hukum kepada rektor.
(3) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai uraian tugas:

a. Membuat rencana operasional pelayanan Pusat Konsultasi dan Hukum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;

c. Melakukan telaah terhadap draf keputusan dan produk hukum;
d. Menyiapkan bahan kebijakan, pertimbangan hukum secara kuratif/represif, konsultasi hokum pemerintahan kepada Rektor;

e. Menyelia dan memeriksa pelaksanaan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;

f. Melakukan pendampingan hukum kepada PNS di lingkungan IPDN melalui persetujuan Rektor;

g. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.

Paragraf Kesembilan

Pusat Bimbingan dan Konseling Praja

Pasal 103
(1) Pusat Bimbingan dan Konseling Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf h mempunyai tugas pelayanan bimbingan dan konseling praja.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Pusat Bimbingan dan Konseling Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan bimbingan terhadap Praja;
b. Pelaksanaan pelayanan konseling terhadap praja.
(3) Pusat Bimbingan dan Konseling Praja mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan bimbingan dan konseling praja;
b. Menghimpun dan menyusun data kepribadian praja;
c. Melakukan pelayanan konseling praja;
d. Melakukan pelayanan bimbingan praja;
e. Melakukan evaluasi perkembangan kepribadian praja;
f. Melakukan kegiatan pengembangan mind dan brain praja;
g. Memfasilitasi kegiatan pengembangan kepribadian praja yang dilakukan praja; 
h. Melaksanakan tata usaha pusat bimbingan dan konseling praja;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Rektor.
Paragraf Kesepuluh

Komisi Disiplin

Pasal 104
(1) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf i mempunyai tugas melaksanakan pelayanan komisi dengan memberikan pertimbangan dan menyiapkan administrasi penetapan hukuman disiplin.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada pasal ayat (1), Komisi Disiplin menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pelayanan komisi;
b. Pelaksanaan telaah penetapan hukum disiplin.
(3) Komisi Disiplin mempunyai uraian tugas:

a. Membuat rencana operasional pelaksanaan pelayanan komisi;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan komisi;
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan pelayanan komisi;
d. Melaksanakan tata usaha komisi;
e. Menyelia pelaksanaan pelayanan komisi;
f. Memeriksa pelaksanaan pelayanan komisi;
g. Mendalami dan memeriksa berita acara pelanggaran disiplin;
h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan komisi;
i. Melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan tentang pembinaan disiplin praja dan pembinaan praja secara tidak langsung;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Rektor;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
Bagian Kesembilan
IPDN Kampus di Daerah

Pasal 105
(1) IPDN Kampus di Daerah merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma.
(2) IPDN Kampus di Daerah dipimpin oleh Ketua yang disebut Direktur, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan.

(3) Susunan Organisasi IPDN Kampus di Daerah terdiri dari:

a. Direktur;

b. Asisten Direktur;

c. Bagian;

Pasal 106
(1) Direktur IPDN Kampus di Daerah Sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerjasama pada IPDN kampus daerah, dan bertanggung jawab terhadap masalah pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur IPDN Kampus di Daerah menyelenggarakan fungsi:

f. Pelaksanaan teknis pengajaran, penelitian dan pengasuhan;

g. Pelaksanaan teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;

h. Pelaksanaan Pembinaan tenaga kependidikan; tenaga administrasi dan peserta didik/praja;

i. Pelaksanaan administrasi dan manajemen fakultas.

(3) Direktur IPDN Kampus di Daerah mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana teknis operasional pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada IPDN kampus daerah;

b. Menyelenggarakan pengajaran, pelatihan  dan pengasuhan praja pada IPDN kampus daerah;

c. Melakukan koordinasi dalam bidang pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan dekan fakultas yang bersangkutan di bawah koordinasi pembantu rector bidang akademik dan kerjasama;

d. Melakukan koordinasi dalam bidang pengasuhan dengan pembantu rektor bidang keprajaan dan kemahasiswaan;

e. Melakukan koordinasi dengan bidang keuangan dan kepegawaian serta sarana prasarana dengan pembantu rektor bidang administrasi umum dan keuangan;

f. Melakukan pembinaan civitas akademika kampus daerah;

g. Melakukan kerjasama antar lembaga di bawah koordinasi pembantu rektor  bidang akademik dan kerjasama;

h. Menyelenggarakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada IPDN kampus daerah;

i. Menyelenggarakan administrasi umum;

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Rektor IPDN;
k. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
Pasal 107
(1) Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pengajaran, pelatihan, penelitian dan  pengabdian pada masyarakat  serta kerjasama.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Akademik dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan rencana teknis pengajaran dan penelitian;

b. Pelaksanaan perumusan rencana teknis penelitian dan pengabdian masyarakat;

c. Pelaksanaan perumusan rencana kerjasama.

(3) Asisten Direktur Bidang Akademik dan kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Menyelia penyusunan rencana teknis operasional pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerjasama yang dilaksanakan oleh Bagian Akademik;

b. Menyelia pelaksanaan kegiatan  operasional pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerjasama yang dilaksanakan oleh Bagian Akademik;

c. Menyelia pelaksanaan evaluasi belajar (UAS, UTS, evaluasi pelatihan, Ujian Konprehensif LA);

d. Menyelia pelaksanaan operasional perkuliahan dan pelatihan;

e. Menyelia penyusunan penetapan dosen dan pelatih serta penyusunan jadwal perkuliahan dan pelatihan;

f. Menyelia penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan pada IPDN kampus daerah;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur.

Pasal 108
(1) Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Direktur dalam  memimpin kegiatan di bidang program dan evaluasi serta administrasi umum. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan rencana program kerja lingkup program studi;

b. Pelaksanaan teknis pelaporan;

c. Pelaksanaan teknis administrasi umum.

(3) Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan bidang program dan evaluasi serta administrasi umum berkoordinasi dengan pembantu rektor bidang akademik dan kerjasama;

b. Menyelia pelaksanaan administrasi program kerja IPDN kampus daerah;

c. Menyelia penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

d. Menyelia  pengelolaan sarana dan prasarana kampus berkoordinasi dengan pembantu rektor bidang administrasi umum dan pemerintah daerah;

e. Menyelia administrasi kepegawaian dan tenaga kependidikan;

f. Menyelia penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan praja;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur;

Pasal 109
(1) Asisten Direktur Bidang Keprajaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengasuhan dan pembinaan praja. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Bidang keprajaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan rencana teknis program pengasuhan dan pembinaan disiplin praja;

b. Pelaksanaan perumusan rencana teknis pengembangan bakat dan minat praja;

c. Pelaksanaan perumusan rencana teknis kesejahteraan dan asrama praja.

(3) Asisten Direktur Bidang Keprajaan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan bidang pengasuhan dan pembinaan praja berkoordinasi dengan pembantu rektor keprajaan dan kemahaiswaan;

b. Menyelia pelaksanaan teknis pengasuhan praja;

c. Menyelia pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling praja;

d. Menyelia pelaksanaan teknis pengembangan bakat dan minat praja;

e. Menyelia pelaksanaan tugas pengasuh;

f. Menyelia penilaian dan penetapan nilai kepribadian praja;

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan praktek lapangan praja dengan pembantu direktur bidang akademik dan kerjasama serta pemerintah daerah;

h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengasuhan dan pembinaan praja;

i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pengasuh;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur;
k. Bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi terkait dengan bidang keprajaan dan pengasuhan.
Pasal 110
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Melaksanakan tata usaha, program dan pelaporan, keuangan dan administrasi umum

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan Penyusunan Program dan Pelaporan;

b. Pelaksanaan tata usaha, administrasi umum dan keuangan

(3) Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional program dan kegiatan IPDN kampus daerah berkoordinasi dengan biro akademik dan kerjasama;

b. Menyusun rencana operasional bidang tata usaha;

c. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program  IPDN kampus daerah;

d. Menyusun perencanaan/usulan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor;

e. Menyelia pelaksanaan  administrasi tata usaha;

f. Mengelola rumah tangga dan sarana dan prasarana;

g. Mengelola administrasi  administrasi kepegewaian;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur.
Pasal 111
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas Menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program;

b. Pelaksanaan penyusunan pelaporan.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan program;

b. Menyiapkan bahan untuk pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan program;

d. Menghimpun usulan program dan rencana kegiatan;

e. Menghimpun laporan  pelaksanaan program dan kegiatan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  Kabag. Bagian Tata Usaha.

Pasal 112
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;

b. Pelaksanaan urusan administrasi Keuangan.

(3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. Menyelenggarakan penatausahaan surat masuk dan surat keluar;
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. Melaksanakan penatausahaan barang dan alat kantor;
d. Menyiapkan bahan admnistrasi kepegawaian;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Tata Usaha.

Pasal 113
(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, perkuliahan dan evaluasi,  pelatihan, serta administrasi tenaga akademik.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Akademik dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan  administrasi akademik, perkuliahan dan evaluasi; 

b. Pelaksanaan administrasi tenaga akademik dan kerjasama;

c. Pelaksanaan pelatihan.

(3) Bagian Akademik dan Kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional bidang akademik dan kerjsama;

b. Melaksanakan administrasi  akademik;

c. Melaksanakan administrasi perkuliahan dan pelatihan;

d. Melaksanakan administrasi tenaga kependidikan;

e. Melaksanakan administrasi kerjasama antar lembaga berkoordinasi dengan biro akademik dan kerjasama;

f. Menyusun renacana operasional pelatihan berkoordinasi dengan biro akademik dan kerjasama;

g. Melaksanakan operasi perkuliahan dan pelatihan;

h. Menyusun kalender akademik, jadwal perkuliahan;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur.

Pasal 114
(1) Sub Bagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik program studi serta penyiapan perkuliahan dan evaluasi.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi akademik program studi;

b. Pelaksanaan perkuliahan;

c. Pelaksanaan evaluasi belajar.

(3) Sub Bagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:

a. Melaksanakan administrasi akademik;

b. Menyiapkan bahan ajar (GBPP, SAP dan modul ajar)

c. Menyiapkan bahan administrasi akademik praja (KRS, KHS, praja)

d. Melaksanakan tata usaha  nilai akademik praja;

e. Menghimpun naskah soal ujian, melaksanakan ujian;

f. Menyiapkan bahan penyusunan jadwal perkuliahan;

g. Menyiapkan bahan penyusunan kalender akademik pada lingkup program studi;

h. Menyiapkan alat bantu dan kelengkapan pengajaran/perkuliahan;

i. Menyiapkan bahan penetapan tenaga kependidikan; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Akademik dan kerjasama.

Pasal 115
(1) Sub Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kerjasama.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan administrasi tenaga pendidik;

b. Pelaksanaan administrasi kerjasama.

(3) Sub Bagian Administrasi Kerjasama mempunyai rincian tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan tenaga pendidik;

b. Melaksanakan administrasi tenaga kependidikan;

c. Menyiapkan bahan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan berbagai pihak untuk penyiapan tenaga kependidikan;

e. Menyiapkan bahan administrasi kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat;

f. Menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Akademik dan Kerjasama.

Pasal 116
(1) Sub Bagian Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengembangan serta evaluasi pelatihan

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program pengembangan pelatihan;

b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan evaluasi belajar pelatihan.

(3) Sub Bagian Pelatihan mempunyai rincian tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan pelatihan;

b. Melaksanakan administrasi pelaksanaan dan evaluasi pelatihan;

c. Menghimpun materi pelatihan;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan;

e. Menyiapkan  bahan penyusunan rencana teknis kegiatan praktek lapangan praja;

f. Melakukan administrasi pelaksanaan praktek lapangan praja;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Akademik dan Kerjasama;

Pasal 117
(1) Bagian Administrasi Keprajaan mempunyai tugas menyelenggaranan administrasi keprajaan dan pengasuhan, serta ekstrakurikuler.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Keprajaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi kegiatan ekstrakurikuler praja;

b. Pelaksanaan administrasi pembinaan disiplin dan pengaturan asrama;

c. Pelaksanaan administrasi pengasuhan praja.

(3) Bagian Administrasi Keprajaan mempunyai rincian tugas:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan administrasi keprajaan, pengasuhan dan ekstrakurikuler berkoordinasi dengan biro keprajaan dan kemahasiswaan;

b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keprajaan;

c. Menyelenggarakan operasional kegiatan ekstrakurikuler;

d. Melaksanakan operasional kegiatan pembinaan disiplin dan pengaturan asrama praja;

e. Melaksanakan operasional kegiatan pengasuhan praja;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengasuh;

g. Melaksanakan administrasi pengasuh; 

h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur;
i. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah administrasi keprajaan.
Pasal 118
(1) Sub Bagian Ekstrakurikuler mempunyai tugas melaksanakan Urusan pembinaan ekstrakurikuler.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ekstrakurikuler menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ekstrakurikuler.
(3) Sub Bagian Ekstrakurikuler mempunyai rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional kegiatan ekstrakurikuler praja;
b. Menyiapkan bahan administrasi program pembinaan dan pengembangan Ekstrakurikuler;
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi praja;
d. Melaksanakan kegiatan olah raga dan seni praja;
e. Melaksanakan kegiatan penalaran dan pengembangan minat bakat praja;
f. Melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian praja;
g. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kabag administrasi keprajaan
Pasal 119

(1) Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Asrama mempunyai tugas melaksanakan Urusan pembinaan disiplin dan pengaturan asrama.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Asrama menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan  urusan pembinaan  disiplin praja;

b. Pelaksanaan urusan pengaturan asrama praja.

(3) Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Asrama mempunyai rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional pembinaan disiplin praja dan asrama praja;

b. Menyiapkan bahan administrasi kegiatan pembinaan disiplin dan asrama praja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasional kegiatan pembinaan kedisplinan praja;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kode kehormatan dan peraturan kehidupan praja;

e. Menyelia pelaksanaan jadwal kebersihan,ketertiban dan keindahan (K3) asrama;

f. Menyelia ketertiban pelaksanaan upacara makan di ruangan/menza;

g. Menyelia pelaksanaan piket praja;

h. Menyelia pelaksanaan pesiar, ijin bermalam, libur dan cuti praja;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Administrasi keprajaan;
j. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah terkait pembinaan disiplin dan asrama.
Pasal 120
(1) Sub Bagian Pengasuhan mempunyai tugas melaksanakan urusan bimbingan dan pengawasan praja.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengasuhan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan bimbingan praja;

b. Pelaksanaan pengawasan praja.

(3) Sub Bagian Pengasuhan mempunyai rincian tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional bimbingan dan pengawasan praja;

b. Menyusun dan melaksanakan  jadwal pendampingan dan pembinanan akademik;

c. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling praja;

d. Menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan internalisasi nilai kepamongprajaan;

e. Menyelia pelaksanaan tupoksi pengasuh/pamongkeprajaan;

f. Penyusunan dan pendampingan jam belajar praja;

g. Mengkoordinasikan pemberian dan penetapan nilai kepribadian praja;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kabag. Administrasi keprajaan;
i. Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah di bidang operasional pengasuhan.
Bagian Kesepuluh

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 121
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 122
(1) Setiap pimpinan organisasi/kepala satuan kerja berkewajiban menyusun program/kegiatan tahunan dengan sasaran dan indicator kinerja yang jelas dan dapat diukur dalam rangka pencapaian visi, misi dan kebijakan IPDN;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi/satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan IPDN, sesuai dengan tugas masing-masing;

(3) Setiap pimpinan organisasi/kepala satuan kerja di lingkungan IPDN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap pimpinan organisasi/kepala satuan kerja wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan IPDN serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan kerja di atasnya, dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasan masing-masing;

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan organisasi/kepala satuan kerja dari bawahan, wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan karir pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
(6) Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur IPDN Kampus di Daerah, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, Kepala Pusat dan Ketua Komisi menyampaikan laporan kepada Rektor. Selanjutnya Kepala Biro Akademik dan Perencanaan mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas IPDN;

(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
(8) Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana IPDN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 123
(1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pasal 124
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
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